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Tidak dapat dipungkiri praktik Pungutan Liar (Pungli) tumbuh dalam kegiatan sehari-hari 

berhubungan dengan prosedur pelayanan publik. Pada umumnya kesan masyarakat 

terhadap mutu pelayanan publik aparatur pemerintah bersifat negatif dan dirasakan 

masih rendah antara lain : proses dalam birokrasi yang berbelit-belit dan tidak transparan, 

pelayanan yang tidak ramah, tidak ada kepastian, menggunakan formalitas dan rutinitas 

daripada hasil kerja yang esensial, aorgansi petugas, memerlukan harga tinggi, dan 

sejumlah kesan negatif lainnya. Prosedur pelayanan publik harus dilewati melalui proses 

yang panjang dan sulit sehingga dikenal adigium “kalau dapat dipersulit kenapa harus 

dipermudah?”.  

Pungli yang berpotensi merugikan keuangan negara dan perekonomian berdampak 

besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka pemberantasan 

Pungli melalui tindakan hukum berdasarkan instrument pidana yang merupakan bagian 

dari kebijakan hukum pidana (penal policy) harus dilakukan secara integral dan 

komprehensif, yaitu harus dipadukan upaya “Penal” melalui instrument penegakan 

hukum (law enforcement) dalam menindak setiap Pungli yang terjadi didalam masyarakat 

maupun melalui upaya “Non Penal” terutama instrument pencegahan. 

Kebijakan hukum pidana (penal policy) harus dilakukan secara integral dan komprehensif 

dengan persepsi bahwa keberhasilan penanggulangan Pungli tidak terletak pada 

benyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan, tetapi terletak pada keberhasilan 

menggugah kesadaran untuk tidak melakukan pungli (menghapuskan akar budaya 

pungli). 
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